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Indonesia yang menganut sistem multi partai merupakan konsekuensi logis dari banyaknya partai yang
tumbuh di Indonesia. Pada erareformasi diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 1999 sebagaimamanatelah
diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang memberikan kebebasan rakyat
mendirikan partai politik. Hal ini membuat partai politik tumbuh bagaikan jamur. K eberadaan partai politik
dalam jumlah besar inl banyak kalangan mengkawatirkan berakibat pada ketidaksehatan kehidupan
demokrasi, karena banyak partai politik yang ada tidak menjalankan peran dan fungsi partai politik

sebagai manamestinya yang ada adalah pragmentasi partai politik. Dari latar belakang permasal ahan tersebut
ada keinginan untuk melakukan penyederhanaan jumlah terhadap partai politik yang ada di Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang
menyatakan bahwa untuk mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan yang berwawasan
kebangsaan, diperlukan adanya sistem kepartaian yang sehat dari dewasa yaitu sistem multi partai
sederhana.

Dalam sistem multi partai sederhana akan lebih mudah dilakukan kerjasama menuju sinerji nasional.
Pemerintah sudah tidak mungkin lagi bertindak sewenang-wenang untuk membatasi dan melarang
berdirinya partai politik, apalagi untuk membubarkannya. Penyederhanan yang dilakukan adalah secara
alamiah oleh seleksi rakyat melalui pemilihan umum dengan menerapkan electoral threshold sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu No, 3 Tahun 1999 Pasal 39 ayat (3) sebagaimanatelah diubah
dengan UU Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (1) huruf a, b dan ¢ yang menerapkan aturan electoral
threshold atau ambang Batas yang harus dipenuhi bagi partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum.
Jikatidak mencapai electoral threshold partai tersebut harus membubarkan diri atau membuat partai baru.
Dari hasil Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 banyak partai politik yang tidak memenuhi ketentuan electoral
threshold, sehingga banyak partai politik yang berguguran, membubarkan diri dan mengganti baju baru.
Untuk mendirikan partai politik itu harus memenuhi berbagai persyaratan sebagiamana diatur Pasal 2 UU
Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Pada dasarnya partai politik di Indonesiajuga dapat disederhanakan. Berdasarkan ideologi, karena
sebenarnya jumlah partai politik dapat disatukan dalam kelompok ideologi yang sama. Kelompok sekuler
(nasionalis kebangsaan dan nasionalis kerakyatan) dan kelompok agamis (Islam konservatif dan Islam
Moderat) dari sisi tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk menerapkan prosentase electoral threshold.
Disamping itu sistem kepartaian dan sistem pemilu berkaitan erat dengan keberadaan partai politik dalam
suatu negara, namun sistem tersebut harus disesuaikan dengan latar belakang budaya setempat, sehingga
penerapannya dapat berjalan dengan baik. Dalam perubahan sistem harus diperhatikan juga kondisi objektiv
suatu masyarakat dalam negara, dan tidak bisa dipaksakan penerapannya sistem secara murni karena latar
bel akang budaya suatu bangsa yang berbeda.
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